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Pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan masih terjadi di masyarakat karena ada kemungkinan
perkawinan tersebut cacat hukum. Tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan
menyebabkan perkawinan tidak sah, sehingga akan memberikan kesempatan kepada pihak terentu untuk
membatalkan perkawinan. Dari uraian tersebut, timbul masalah apa yang menjadi peyebab suatu perkawinan
dapat dibatalkan. Bagaimana sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Bagaimana akibat
kelalaian Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wali
nikah dan calon mempela apabiladilihat dari segi perbuatan melawan hukum. Penulisan Tesisini
mengunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan data
sekunder.

Metode analisis penelitian adalah metode kwalitatif sehingga menghasilkan data yang evaluatif analisis.
Menurut Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat
Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua
orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri,
jaksa dan suami atau istri. Poligami tanpa dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan undangundang serta
perkawinan dibawah ancaman hukum dan perkawinan yang dilangsungkan tanpaizin dan yang melanggar
larangan perkawinan dapat dimintakan pembatalannya.

Sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sebelum berlangsungnya perkawinan harus diadakan penelitian dan pemeriksaan untuk mengetahui
apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
Prinsip ketelitian dan sikap kehatihatian yang dimiliki pegawai pencatat nikah bersifat mutlak. Konsep
perbuatan melawan hukum secara luas yaitu tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum tidak
tertulis. Akibat kelalaian Pegawal Pencatat Perkawinan yang tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan
sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan perbuatan melawan hukum.
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